PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBATIK BARAT DALAM

Menimbang

Mengingat

WILAYAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

bahwa memperhatikan luas wilayah, pertambahan penduduk
serta peningkatan volume kegiatan pemerintahan dan
pembangunan di Kecamatan Sebatik, maka dipandang perlu
membentuk Kecamatan baru di  wilayah Kabupaten
Nunukan ;

. bahwa sesuai dengan point a dan untuk mendukung tugas-

tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan
kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan, maka
dipandang perlu membentuk Kecamatan Sebatik Barat ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat
dalam wilayah Kabupaten Nunukan ;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota
Bontang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 3896 )
sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 47
Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962 ) ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4493);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Atas Peraturan Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dagerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun

2001 tentang Pembentukan Organisas dan Tata Kerja
Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2001 Nomor 05 Seri D Nomor 05)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 05 Tahun 2001 Nunukan (Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor
05);

. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun
2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten

Nunukan Tahun 2004 Nomor 01 Seri A Nomor 01);



Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Menetapkan

dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBATIK
BARAT DALAM WILAYAH DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN.

BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 1

Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

2.

gk w

10.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah  Kabupaten
Nunukan.

Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana
dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota
Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan

Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nunukan.

Kecamatan adalah Satuan Wilayah Kerja Camat sebagal
Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah
tertentu berwenang mengatur dan mengurus masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten
Nunukan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional
dan Berada di Daerah Kabupaten Nunukan.



BAB I

PEMBENTUKAN, PUSAT PEMERINTAHAN DAN
BATASWILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sebatik Barat
dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

Pasal 3

Kecamatan Sebatik Barat berasal dari sebagian wilayah
Kecamatan Sebatik yang terdiri atas wilayah :

a.  DesaAji Kuning;
b. Desaliang Bunyuy;

c. DesaBinaawan; dan
d. Desa Setabu.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Sebatik Barat, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Sebatik
dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sebatik Barat
sebagaimanadimaksud  dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Kecamatan Sebatik Barat mempunyal batas administrasi :
a. Sebelah Utaradengan Malaysia Timur;
b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sebatik;
c. Sebelah Selatan dengan Laut Sulawesi; dan
d. Sebelah Barat dengan Selat Sebatik.

(2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerahini.

(3) Penentuan batas definitive wilayah Kecamatan Sebatik
Barat, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



